
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR "3>J- TAHUN2019

TENTANG

PENETAPANINOVASIDINAS PENANAMANMODALDANPELAYANAN

TERPADU SATU PINTUKABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 52 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat

melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan PTSP ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin ten tang Penetapan Inovasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1956);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuassin Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATITENTANGPENETAPANINOVASIDINAS

PENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU

KABUPATENMUSIBANYUASIN.
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Pasal I

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin adalah semua

bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

3. Pe1ayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

4. Penye1enggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

Penye1enggara adalah setiap institusi penye1enggara

pemerintah daerah, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pe1ayanan

publik.

Pasal2

Tujuan Inovasi

(1) Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk

meningkatkan kinerja penye1enggaraan Pemerintahan

Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sasaran Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui:

a. peningkatan Pe1ayanan Publik;
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b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan

c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal3

Prinsip Inovasi

Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Musi Banyuasin diselenggarakan berdasarkan

pnnSlp:

a. peningkatan efisiensi;

b. perbaikan efektivitas;

c. perbaikan kualitas pelayanan;

d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

e. berorientasi kepada kepentingan umum;

f. dilakukan secara terbuka;

g. memenuhi nilai kepatutan; dan

h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk

kepentingan diri sendiri.

Pasal4

Bentuk Inovasi

(1)Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu berbentuk :

a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah.

b. inovasi Pelayanan Publik.

(2)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam

pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi

tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen

dan pengelolaan unsur manajemen.

(3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan

pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses

pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis

dan bentuk barang/jasa publik.
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Pasal 5

Kriteria Inovasi

Kriteria Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari
. .movaSl;

b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan

pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah; dan

e. dapat direplikasi.

Pasal6

Inovasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

a. SAJI - MUBA (Siap Antar Jemput Izin - Mudah dan

Berbantuan);

b. Karaoke Asyik - Izin Melejit (Kampanye dan Promosi Kreatif

Perizinan) ;

c. Pantun Produk Penanaman Modal dan Perizinan - SENJANG

(Teknik Marketing Produk Penanaman Modal dan Perizinan).

Pasal 7

Inovasi SAJI MUBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

huruf a mempunyai keunggulan sebagai berikut :

a. Saji On Site;

b. Hallo Saji;

c. Sajiman, dan

d. Kantong Saji.
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Pasal8

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan inovasi Dinas Penanarnan Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 telah dimulai

pelaksanaannya sejak bulan Februari Tahun 2018.

Pasal9

Anggaran

Anggaran lnovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

PasallO

Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal '2../ MM-ET '19f' BUPATIMUSI BANYUASINr

\
. DOD! REZAALEXNOERD!N

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal '2.'l. Mllflt, 2019

IS DAERAH
USI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2019 NOMOR:' 32
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